
 
 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 
 

 

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 1994 

TENTANG 

PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE 

ORGANIZATION (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN ORGANISASI 

PERDAGANGAN DUNIA) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu 

masyarakat adil dan makmur yang merata materiel dan spiritual 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat 

dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang 

aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia 

yang merdeka, adil, bersahabat, tertib, dan damai; 

  b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang 

ekonomi, diperlukan upaya-upaya untuk antara lain terus meningkatkan, 

memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala produk 

baik barang maupun jasa, termasuk aspek investasi dan hak atas 

kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan, serta 

meningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan 

internasional; 

 

 

 c. bahwa… 
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  c. bahwa seiring dengan cita-cita sebagaimana disebutkan huruf a dan b di 

atas, Indonesia selalu berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang 

dikandung dalam General Agreement on Tariff and Trade/GATT 1947 

(Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan Tahun 1947), 

berikut persetujuan susulan yang telah dihasilkan sebelum perundingan 

Putaran Uruguay; 

  d. bahwa dari rangkaian perundingan Putaran Uruguay yang dimulai sejak 

Tahun 1986, telah dihasilkan Agreement Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) 

yang selanjutnya akan mengadministrasikan, mengawasi dan 

memberikan kepastian bagi pelaksanaan seluruh persetujuan General 

Agreement on Tariff and Trade/GATT serta hasil perundingan Putaran 

Uruguay; 

  e. bahwa dalam Pertemuan Tingkat Menteri peserta Putaran Uruguay pada 

tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, Pemerintah Indonesia 

telah ikut serta menandatangani Agreement Establishing The World 

Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 

Dunia) beserta seluruh persetujuan yang dijadikan Lampiran 1, 2 dan 3 

sebagai bagian Persetujuan tersebut; 

  f. bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, dipandang 

perlu mengesahkan Agreement Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) 

dengan Undang-undang; 

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 

1945; 

 

 

Dengan… 
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Dengan persetujuan 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT 

ASTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION 

(PERSETUJUAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN 

DUNIA). 

 

 

Pasal  1 

 

Mengesahkan Agreement Establishing The World Trade Organization 

(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) beserta 

Lampiran 1, 2 dan 3 Persetujuan tersebut, yang salinan naskah aslinya 

dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia 

dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang 

ini. 

 

Pasal  2 

 

Undang-undang ini mulai berlaku pada saat berlakunya secara efektif 

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. 

 

 

 

 

 

Agar... 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia. 

 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Nopember 1994 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

                        ttd 

 

                 SOEHARTO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Nopember 1994 

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 

ttd 

 

MOERDIONO 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 57
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PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 1994 

TENTANG 

PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD 

TRADE ORGANIZATION 

(PERSETUJUAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA) 

 

UMUM 

 

  I. LATAR BELAKANG 

 

 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 

tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara antara lain menegaskan prinsip politik luar 

negeri yang bebas aktif yang makin mampu menunjang kepentingan nasional dan 

diarahkan untuk turut mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta ditujukan untuk lebih meningkatkan 

kerjasama internasional, dengan lebih memantapkan dan meningkatkan  peranan 

Gerakan Non-Blok. Garis-Garis Besar Haluan Negara juga menggariskan bahwa 

perkembangan dunia yang mengandung peluang yang menunjang dan mempercepat 

pelaksanaan pembangunan nasional perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan 

mendorong ekspor, khususnya komoditi non-migas, peningkatan daya saing dan 

penerobosan serta perluasan pasar luar negeri. 

 

 Bertolak dari prinsip-prinsip tersebut, adalah semestinya apabila segala 

perkembangan, perubahan dan kecenderungan global lainnya yang diperkirakan akan 

dapat mempengaruhi stabilitas nasional serta pencapaian tujuan nasional, perlu diikuti 

dengan seksama sehingga secara dini dapat diambil langkah-langkah yang tepat dan 

cepat dalam mengatasinya. 

 

 

 

 Dengan… 

  


